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Abstrak
 

Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) dengan keberadaannya sebagai Negara hukum (rechtstaat)

memiliki konsekuensi yang melekat padanya, bahwa konsepsi (rechtstaat) maupun konsepsi (the rule of

law), menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada Negara yang di sebut (rechtstaat).

Pada setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apakah dalam kategori “berat”, atau ringan “ringan”,

akan menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation), bentuk pemulihan

itu dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Perlindungan terhadap saksi dan korban,

menjadi sesuatu yang penting dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, karena merupakan

kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berdampak luas baik tingkat nasional maupun

internasional. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat telah mendorong lahirnya

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-

Undang Nomor. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimaksudkan untuk menjawab

berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran HAM berat. Kemudian lahirnya

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu

regulasi yang diharapkan dapat memecahkan kebuntuan serta terbukanya wacana tentang persoalan

pemulihan (reparasi) bagi saksi dan korban. sehingga mampu mengatasi kelemahan-kelamahan yang selama

ini terjadi dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Dari pengalaman tiga

pengadilan pelanggaran HAM berat yang sudah dilaksanakan di Indonesia yaitu kasus pelanggaran HAM

berat di Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura. Tidak ada satupun korban yang mendapatkan

kompensasi dan restitusi. Bahwa keputusan-keputusan dalam kasus-kasus tersebut menyatakan telah

terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan menimbulkan korban, tetapi karena pelaku mendapat vonis

bebas, dengan demikian tidak ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Kegagalan dari

beberapa pengadilan HAM berat untuk melakukan proses penghukuman yang efektif dan memberikan

remedies kepada korban menyisakan banyak pertanyaan mengenai proses pengadilan yang terjadi.

Ketidakberhasilan pengadilan HAM ini, selain membebaskan para terdakwa, juga tidak mampu memenuhi

hak-hak korban, yang meliputi hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban.

......

Indonesia is a State of law (rechtstaat) with its existence as a state law (rechtstaat) have consequences

attached to it, that the conception (rechtstaat) and conceptual (the rule of law), putting human rights as one

of the characteristic of the state of the call (rechtstaat). At any violation of human rights, whether in the

category of "heavy" or light "light", will give rise to an obligation for the State to seek recovery (reparation),

a form known as the recovery of compensation, restitution and rehabilitation. Protection of witnesses and

victims, to be something important in the case of human rights violations that heavy, because it is a criminal
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offense that is classified as high impact both nationally and internationally. Demands on the resolution of

cases of gross human rights violations have prompted the enactment of Law Number 39 Year 1999 on

Human Rights, which was then followed by Law Number. 26 Year 2000 on Human Rights Court, is

intended to address issues of human rights violations particularly serious human rights violations. Then the

enactment of Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims is one regulation that is

expected to break the deadlock and open discourse on issues of recovery (repair) of witnesses and victims.

so as to overcome the weaknesses that have occurred in the context of the protection and fulfillment of the

rights of victims and witnesses. From the experience of the three trials gross human rights violations that

have been implemented in Indonesia, namely the case of gross human rights violations in East Timor,

Tanjung Priok and Abepura. None of the victims received compensation and restitution. That decision-

making in such cases states have serious human rights violations and cause casualties, but because the

perpetrator gets acquittal, thus there is no obligation to make restitution to the victim. Failure of a human

rights court to make the process effective punishment and provide remedies to victims leaves many

questions about the litigation occurred. The failure of these human rights court, in addition to freeing the

defendants, also unable to fulfill the rights of victims, which includes the right to compensation, restitution

and rehabilitation for victims.


